
BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PERATURAN DESA, PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14

TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA

DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82
ayat (3), Pasal 96 ayat (5), dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa serta Pasal 15 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Penghasilan
Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Besaran Tunjangan
dan Penerimaan   Lain   Yang   Sah Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa, Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa,
Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa, Tatacara
Penyusunan Peraturan di Desa, Susunan Organisasi dan
Tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan
dalam Peratuan Bupati/Walikota;

b. bahwa ketentuan….
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b. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa, Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali nomor 3 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 9 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa,
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan Desa, Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang….
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014  tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
183);

9. Peraturan Darah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
189);

Dengan Persetujuan….
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG PERATURAN DESA, PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA, PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI
TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2006 tentang Peraturan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 9 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 79);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor
13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 84) yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Daerah:

1. Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2006 Nomor 23 Seri E);

2. Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 114).

4. Peraturan Daerah….
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 165).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Maret 2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SUNARNO
Pembina Tingkat I

NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH : (3/2017)
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN
2006 TENTANG PERATURAN DESA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA, PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN

KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BESERTA PERUBAHANNYA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2006 tentang

Peraturan Desa;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Sumber Pendapatan Desa;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah:

1. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 Kedudukan Keuangan

Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2. Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

sudah tidak sesuai lagi pergeseran paradigma dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa maupun bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa; dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Ketidaksesuaian dimaksud antara lain berkenaan dengan beberapa
materi pengaturan yaitu: jenis peraturan di desa, lembaga yang berwenang
membentuk peraturan di desa, tata cara penyusunan peraturan di desa,
sumber-sumber keuangan desa, pedoman pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan desa, kedudukan keuangan kepala desa dan
perangkat desa, serta struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
Selain berkenaan dengan materi berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang baru (khususnya beberapa Peraturan Manteri Dalam Negeri), terjadi
pergeseran pendelegasian pembentukan perundang-undangan pelaksananya
untuk mengatur materi tentang peraturan di desa, kedudukan keuangan
kepala desa dan perangkat desa, struktur organisasi pemerintahan desa, yang
semula didelegasikan untuk diatur melalui Peraturan Daerah menjadi diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah (dalam hal ini Peraturan Bupati Boyolali).

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah
Daerah Kabupaten Boyolali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Boyolali membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang
Pencabutan Beberapa Perda terkait Peraturan Desa, Sumber Pendapatan
Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 192


